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	GUBERNUR SULAWESI BARAT




    PERATURAN GUBERNUR  SULAWESI BARAT
    NOMOR 7 TAHUN  2009

  TENTANG
PEMBENTUKAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA    

   PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
	Menimbang

Mengingat


	:

:


	a. bahwa dalam rangka  pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi  Sulawesi Barat ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat,  perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 26) ;


	Memperhatikan


	:


	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 19 Desember Tahun 2008, Nomor : 061/3936/SJ.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA  PROVINSI SULAWESI BARAT.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    
8. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

9. Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut BNP  adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Provinsi dalam penyusunan  kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) ; 
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut LAKHAR BNP  adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan lembaga untuk mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP ;

9. Kepala Pelaksana BNP  adalah Sekretaris BNP Sulawesi Barat ; 

10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisiasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan terrtentu serta bersifat mandiri ;

BAB  II

PEMBENTUKAN,  KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pembentukan

Pasal 2

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat, dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat.

(2) Badan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dalam rangka memperlancar pelaksanan tugas dan fungsi Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat. 

Kedudukan

Pasal 3

LAKHAR BNP  merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh Kepala LAKHAR BNP  yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BNP dan secara teknis administatif  bertanggungjwab kepada Gubernur. 

Tugas
Pasal 4

LAKHAR BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN)
Fungsi
Pasal 5
LAKHAR BNP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, LAKHAR BNP menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Program Sekretariat BNP ;

b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional perosedur penyelenggaraan P4GN ;

c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN ;

d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN ;

e. pemberian dukungan   pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN ;

f. pemberian dukungan   pelaksanaan operasional  penyelenggaraan P4GN ;

g. pemberian dukungan   pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional ;

h. pemberian dukungan   pemantauan dan evaluasi  penyelenggaraan P4GN ;

i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP.

BAB  III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
Susunan Organisasi LAKHAR BNP terdiri dari:

a. Sekretariat ;

b. Bidang Pencegahan ;

c. Bidang Penegakan Hukum ; 

d. Bidang Terapi dan Rehabilitasi ; 

e. Bidang Data dan Sistem Informasi ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional ; 
g. Satuan Tugas ;
h. Unsur Pengarah.
Sekretariat 
Pasal 7
(1) Sekretariat   sebagaimana  dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dipimpin  oleh Sekretaris, yang berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program ;
b. Sub Bagian Keuangan ;  

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh  Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Bidang Pencegahan 

Pasal  8
(1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan ;

b. Sub Bidang Advokasi dan Partisipasi masyarakat.
(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
Bidang Penegakan Hukum 

Pasal  9
(1) Bidang Penegakan Hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan ;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
Bidang Terapi dan Rehabilitasi 

Pasal  10
(1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang   dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Bidang Terapi dan Rehabilitasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Bidang Terapi Medis dan Penyakit Komplikasi ;
b. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.
(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Data dan Sistem Informasi 

Pasal  11
(1) Bidang Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 6 huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Bidang Terapi dan Rehabilitasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Bidang  Dokumentasi dan  Pengolahan Data ;
b. Sub Bidang  Pengembangan Sistem Informasi.

(3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal  12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang senior  yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAKHAR BNP.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional  sesuai bidang keahliannya.

Satuan Tugas
Pasal 13
(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala LAKHAR BNP.

(2) Satuan Tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait

(3) Bagan Struktur Organisasi LAKHAR BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

Unsur Pengarah
Pasal 14
(1) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas :

a. Pejabat pemerintah provinsi terkait ; dan 

b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

(2) Keanggotaan unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur-unsur :

a. Dinas Sosial

b. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan 

c. Polisi

d. TNI

(3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, terdiri dari :

a. Pakar di bidang penanggulangan narkotika 1 (satu) orang.

b. Masyarakat profesional di bidang penanggulangan narkotika 1 (satu) orang.

c. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda 1 (satu) orang.
(4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
(5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :

a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkotika.

b. Memantau ; dan

c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan narkotika.
Pasal 15
Bagan Struktur Organisasi LAKHAR BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

BAB  IV

ESELONISASI DAN KEPEGAWAIAN , PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN LAKHAR BNP
Eselonisasi dan Kepegawaian
Pasal  16
Eselon dan kepegawaian pada Unsur Pelaksana BPBD adalah sebagai berikut :

a. Kepama LAKHAR BNP  adalah jabatan struktural eselon II.a.

b. Sekretaris LAKHAR BNP adalah jabatan struktural eselon III.a.

c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada LAKHAR BNP adalah jabatan struktural eselon III.a.

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada LAKHAR BNP adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 17
(1) Kepala LAKHAR BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. 

(2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang di lingkungan LAKHAR BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
BAB V

TATA KERJA

Pasal  18
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LAKHAR BNP dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal  19
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LAKHAR BNP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal  20
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LAKHAR BNP  wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal  21
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan  004CAKHAR BNP  wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal  22
Pembiayaan  yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LAKHAR BNP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal  23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 

Pasal 24
Dengan berlakunya  Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Barat , maka Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal  25
Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

	Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal  13 April 2009
                                                                 GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

                                                                  H. ANWAR ADNAN  SALEH


Diundangkan di Mamuju

pada tanggal  13 April 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,
 H. M. ARSYAD HAFID
BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  2009   NOMOR  7












